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Abstrak

Penelitian ini menyajikan pandangan Mohammad Hatta dan Mohammad
Natsir tentang Islam dan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Yaitu
bagaimana pandangan keduanya tentang dasar negara Indonesia yang paling tepat.
Serta bagaimana hubungan Islam dan Pancasila dalam konteks keindonesiaan.

Dalam melakukan pembahasan ini, penyusun menggunakan data-data
kepustakaan yang ditulis oleh kedua tokoh tersebut (data primer), dan data-data
lain yang terkait dengan tema pembahasan ini (data sekunder). Data-data yang
terkumpul kemudian dianalisis secara mendalam dengan menggunakan instrumen
analisis deduktif-induktif dan komparatif melalui pendekatan sosio-historis dan
normatif (fig/).

Dalam penelitian ini dihasilkan suatu kesimpulan bahwa Hatta tidak

bahwa Pancasila merupakan solusi alternatif bagt bangsa Indonesia yang
pluralistik_Islam tidak perlu dijadikan sebagai dasar negara karena nilai-nilar yang
terkandung dalam Pancasila iu sejalan dengan nilai-nilai substantif Islam. Berbeda

dengan Hatta, meskipun Natsir Melihat kesesuaian Pancasila dengan nilai-nilai
ajaran [glam, ia fetap menghendaki Islam sebaoal dasar negara. Karcna
g g
3 B T . J
menuruinya, dengan menerima islam sebagt dasar negara maka nilarmla
Pancasiia akan fermuat di dajamnva
o TS O SO N 1. — 1 - ‘ 1 1. 1 s .
Perbedaan i1 berangkat dan pengarub sosto-suiiurar maupun seiing
noliflk vano menoitarinva ianit he a dai is iasinva d
polifik vang mengifarinya. Hatia reiafif berwarna daiam poia relasinya dengan
denoan Hnalim T - R P w ; e
dengan lingkungan; tradisionai-sufistik, Modernis Islam dan pendidikan Barat
f1‘! : 1. ,,ll',," . o - » TY .. 4 1 11 LI A e | 1 11 A
Hal i perunDikdast pdadd pomikirdn rndild yang ampdK CcRickiv, noerdl, mgEius
da aocmananitian  Sed i N hia iaic i i iaiif
dan kosmopeliian. Sedangkan, Naisir hidup dalam hngkungan yang relaiir
konstan, modernis Isiam. Pendidikan Barat yang ditempuhnya jusiru
SR SR T .. PR g 1 1 . N 1.t s i 1 I .
MEeNEURURRANNyd  sgpagdal t0k0n moJgernts  isidnt IWCrkeIniukg i aidsdnyd
\ :
Sebagaimana tokoh modernis lainnya, Naisir fampak gamang daiam pela
) > . C
emikirannya. D1 satu saat, ia tampak cukup liberal, tetapt di saat yang fain ia
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjelang kemerdekaan Indonesia, para penggagas (founding fathers)
negeri ini terlibat perdebatan (polemik) mengenai dasar falsafah atau ideologt
negara Indonesia nantinya. Polemik ini menjadi menarik untuk dicermatt karena,
menurut perkiraan Hildred Geertz, sebagaimand dikutip oleh Faisal Ismail,
indonesia merupakarn negara yang paling plural di dunia dari seg etnis, kultural

maupun agama.' Betapapun demikian, Islam merupakan agama mayoritas bangsa

[ndonesia. Pada tahun 1980-an, lebih dari 130 juta penduduk Indonesia adatah
muslim, selebihnya 6 juta beragama Kristen, 2,5 juta Hindu Bali, dan sekelompok

kecil penganut agama Budha, pemujaan mistik lokal, dan agama primal

(primitif).

Pluralitas ini jelas berpengaruh terhadap timbulnya polemik yang terjadi di
kalangan founding fathers negara ndonesia dalam pembahasan mengenat dasar

falsafah atau ideologi negara, hingga mereka terbelah menjadi dua kelompok

! Menurut catatan Hildred Geertz, ada sekitar 300 lebih kelompok etnis dengan identitas
kultural yang berbeda-beda. Bahasa yang digunakan pun lebih dari 250 jenis bahasa. Lebih dari
itu, hampir semua agama yang ada di dunia terwakili, disamping agama asli lokal yang banyak
sekali jumiahnya. Faisal Ismail, Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangah
Kreatif Antard [slam dan Pancasila, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999). him. 2.

2 Apthony H. Johns, “Indonesia: Islam and Cultural pluralism,” dalam john L. Esposito

(ed.}, [slam in Asia: Religion, Politics, and Society, (New York: Oxford Universtty Press, 1987),
hlm. 202.



besar, Yyaitu nasionalis-sekuler dan nasionalis-muslim. Kelompok pertama
menghendaki pemisahan secara tegas antara agama dan negara atau dengan kata
lain menolak adanya keterkaitan formal antara agama dan negara, meskipun
secara personal mereka bukan kaum sekuler dan tidak kurang dalam hal sentimen,

tendensi-tendensi  dan afiliasi keagamaan’ Karenanya, mereka menawarkan

Pancasila sebagai dasar falsafah atau ideologl negara Indonesia. Pancasila
dianggap tepat untuk menjadi dasar falsafah dan ideologi bagi negara Indonesia
yang plural karena ia akan bisa mengakomodasi semua kepentingan rakyat tanpa
memandang latar belakang etnis, budaya dan agama. Pancasila sebagat dasar
falsafah dan ideologi nasional merupakan wujud dart tradisi dan budaya yang

telah digali dari bumi Indonesia.’*

Sedangkan, kelompok kedua memegang prinsip bahwa Islam memiliki
watak holistik (menyeluruh) dan sifat omnipresent (di mana-mana). Watak holistik
dan sifat omnipresent [slam ini, menurut mereka, harus diterapkan secara

legalistik dan formalistik dalam seluruh aspek kehidupan _tak terkecuali politik.’

Lebih dari itu, tuntutan pemberlakuan [slam sebagai dasar falsafah dan ideologi

e ——

3 Ibid., him. 5

4+ M. Bambang Pranowo, «Islam dan Pancasila: Dinamika Politik Islam di Indonesia,”
dalam Jurnal Uhumul Qur ‘an, Volume IIT No. 1/1992, hlm. 8.

5 Bahtiar Effendy, Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi,
(Yokyakarta: Galang Press, 2001), him. 134.



negara karena melihat kenyataan bahwa mayoritas rakyat Indonesia adalah

muslim.¢

Polemik tersebut terjadi dalam pembahasan mengenai dasar falsafah dan
ideologi negara dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan

Kemerdekaan Indonesia)’ pada sekitar akhir bulan Mei hingga Juli 1945. Namun,

pada akhirnya, Polemik tersebut melahirkan semacam kesepakatan berupa
Piagam Jakarta sebagai dasar negara meskipun —satu hari setelah proklamasi
dikumandangkan— “terpaksa” menghapuskan “tujuh kata” dalam sila pertama dari
Piagam Jakarta demi mempertahankan negara Republik Indonesia yang masih
bayt ttu. “Tujuh kata” yang dihapuskan tersebut adalah “...dengan kewajiban

melaksanakan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” ®

Namun, polemik mengenai dasar falasafah dan ideologi nasional antara

kelompok nasionalis-sekuler dan nasionalis-muslim tersebut belum berakhir.

¢ Mohammad Natsir, Islam Sebagai Dasar Negara, (ttp.: Pimpinan Fraksi Masyumi, tt.),
hlm. 9
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BPUPKI -yang dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Zyumbi Tyoosakai-
dibentuk pada 29 April 1945 BPUPKI diketuai oleh Dr. K. R. T. Radjiman Wedyodiningrat dan
wakil ketua R. P. Suroso dan Tuan tjebangase (Jepang). Sementara anggota-anggotanya ada 60
orang termasuk 4 dari keturunan Tionghoa, 1 keturunan Belanda, 1 keturunan Arab dan 7 orang
bangsa Jepang sebagai anggota istimewa. Pada Juli 1945, anggota ditambah 6 orang Indonesia
Tugas BPUPKI adalah menyelidiki hal-hal yang perlu dalam pembentukan Indonesia merdeka,
termasuk Undang-Undang Dasar. Moh. Tolchah Mansoer, Beberapa Soal Tentang UUD 45,
(Jogjakarta: Lembaga Penerbitan Ilmijah Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri
Jogjakarta, 1970), him. 4.

¥ Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan, Cet. Ke-2, (Jakarta:
LP3ES,1987), hlm. 107 — 109. penghapusan “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta tersebut bermula
dari adanya ultimatum dari kalangan Kiristen Indonesia Timur melalui utusan seorang opsir Jepang
yang masih berwenang di Jakarta. Opsir Jepang tersebut membawa pesan untuk Soekarno-Hatta
vang berisikan tuntutan pencoretan “tujuh kata” dalam Mukaddimah UUD 1945. Adian Husaini,
“Syari’at Islam di Indonesia: Problem Masyarakat Kontemporer”, Jurnal Tasiwirul Afkar Nomor
12 Tahun 2002, him. 57 - 59.



Peristiwa yang pernah terjadi pada awal kemerdekaan Republik Indonesia
terulang kembali dalam Majelis Konstituante. Majelis Konstituante yang dipilih
tahun 1955 telah mengadakan perundingannya selama tahun 1956 — 1958 tanpa
banyak membuahkan hasil. Hal yang menjadi penghalang adalah masalah dasar
falsafah dan ideologi negara hingga perundingan tersebut mengalami deudlock.’
Akabat dan deadlock it adalah lahirnya Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959
yang mengecewakan banyak kalangan baik kelompok nasionalis-sekuler maupun
nastonalis-muslim, termasuk Mohammad Hatta dan Mohamad Natsir yang

pemikirannya akan dikaji dalam penelitian ini.

Mohammad Hatta dan Mohammad Natsir adalah dua di antara tokoh vang
terlibat langsung dalam polemik tersebut. Hatta dipandang sebagai bagian dan
kelompok nasionalis-sekuler yang mendukung Pancasila sebagai dasar falsafah
dan ideologi nasional, sementara Natsir dianggap orang yang mewakili kelompok
nasionalis-muslim yang menolak Pancasila, dan menawarkan alternatif Islam
sebagar 1deologi. Bahkan Natsir dipandang sebagai inspirator pembentukan

negara Islam di Indonesia. "

? Sctelah perundingan tidak bisa mencapai kesepakatan, rapat pleno Majclis Konstituante

menyetujui untuk melakukan pemungutan suara. Pada 30 Mer 1959, rapat Majelis Konstituante
melakukan pemungutan untuk menetapkan UUD 1945 menjadi UUD Republik Indonesia.
Pemungutan suara dilakukan sebanyak tiga kali. Pertama, menghasilkan 268 suara setuju dan 199
suara tidak setuju dart 478 anggota yang hadir. Kedua, menghasitkan 264 suara setuju dan 204
suara tidak setuju dari 469 anggota vang hadir. Ketiga, menghasilkan 263 suara setuju dan 203
suara tidak setuju. Dalam ketiga pemungutan suara tersebut tidak mencapai dua per tiga dari
jumlah anggota yang hadir. Akibatnya sidang mengalami deadlock Soebagijo I N, K.H. Masjkur:
Sebuah Biografi, Cet. 1, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1982), him. 187.

' Agus Edi Santoso (ed.), [idak ada Negara Islam: Surat-Surat Politik Nurcholis
Madjid-Mohamad Roem, (Jakarta: Djambatan, 1997), him. 33.



Pancasila, menurut Hatta, merupakan preferensi ideal untuk menyatukan
bangsa Indonesia yang pluralistik dalam sebuah negara. Yang menarik untuk
dicermati dari Hatta adalah interpretasinya terhadap Pancasila. Menurutnya, sila
Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan
yang berdampak pada kemaslahatan umum bangsa Indonesia, sedangkan empat
stla yang lainnya merupakan aktualisasi atau konkretisasi sila Ketuhanan
tersebut.’’ Ia tidak menghendaki suatu negara yang didasarkan pada agama,
meskipun dianut oleh mayoritas bangsa. la hanya menghendaki suatu perundang-
undangan vang mungkin diilhami oleh Al-Qur'an dan as-Sunnah, tetapi tetap
berlaku bagt bangsa Indonesia secara keseluruhan tanpa adanya warna
diskniminatif’ dan superioritas kelompok tertentu.”” Ungkapan populernya yang
menggambarkan keinginannya tersevut adalah "gunakanlah garam, terasa tapi
tidak kelthatan, dan jangan pakai gincu, kelihatan tai tidak terasa"."® Sementara
itu, Natsir, meskipun mengakui nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila tidak
bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, menolak Pancasila sebagai dasar negara
Republik Indonesia. Hal itu karena, menurutnya, bertentangan dengan aspirasi

mayoritas bangsa Indonesia yang beragama Islam.™

" Mohammad Hatta, Pengertian Pancasila, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1978), him. 17 dan 28 — 40.

"2 Andrée Fiellard, NU/ Vis-a-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna, Cet. Ke-1,
{Yogyakarta: LKiS, 1999), him. 20.

" Ahmad Syafii Maari'if, "Menawarkan Substansi Syari'ah Islam", dalam Jurnal
Tashwirul Atkar, Nomor 12 Tahun 2002, him. 107.

" Mohammad Natsir, /slam Sebagai Dasar Negara, him. 9.



Memilih pandangan Hatta dan Natsir kontroversi Pancasila sebagai dasar
negara Republik Indonesia sebagai bahan kajian dalam penelitian ini adalah
berangkat dari pemahaman bahwa keduanya memiliki latar belakang sosio-
kultural dan pendidikan yang bisa dikatakan sama, disamping latar belakang
pendidikan agama. Di samping itu, keduanya adalah tokoh nasional yang

memiliki andil besar bagi pembentukan negara Republik Indonesia.

Keduanya sama-sama lahir dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat
Minangkabau. Minagkabau adalah suatu etnis yang berdiam di wilayah propinsi
Sumatera Barat. Mereka menjadikan Islam dan adat sebagai dua tiang penyangga
identitasnya, yang tidak bisa dipisahkan,"” meskipun masalah Islam dan adat
pernah melahirkan konflik berkepanjangan yang bermuara pada peperangan.
Peperangan tersebut terkenal dengan Perang Padri yang terjadi sekitar tahun
1823-1842." dalam kondisi sosial dan budaya demikian, keduanya lahir dan

tumbuh.

Dengan begitu, penelitian ini menjadi menarik untuk dilakukan karena
meskipun memiliki banyak kesamaan latar belakang, tetapi keduanyva memiliki
pandangan yang sama sekali berbeda, bahkan bertolak belakang mengenai
gagasan tentang hubungan agama dan negara, terutama berkaitan dengan

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

" Usman Pelly, Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minagkabau dan
Mandailing, Cet. ke-1, (Jakarta: LP3ES, 1994), him. 33

'* Tentang Perang Padri, that H.A. Steijn Parve, “Kaum Padari (Padri) di Padang Darat
Pulau Sumatera” dalam Taufiq Abdullah (ed.), Sejarah Lokal di Indonesia, (ttp.: Gajahmada
Press, 1985), him. 150 —- 176.



Memang harus diakui bahwa pembahasan mengenai Pancasila sebagai
dasar dan ideologi negara Republik Indonesia merupakan sub-bagian dan
pandangan yang lebih umum, yaitu tentang hubungan Islam dan politik. Namun,
pembahasan mengenai pemikiran mereka tentang hubungan Islam dan politik
tidak memberi jawaban yang tuntas dan memuaskan tentang polemik ideologi
nasional yang berkembang selama ini. Apalagi, ternyata, polemik tentang
Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi Republik Indonesia masih tetap
menjadi wacana vang terus menghangat dan menarik sampai saat ini. Setidaknya.,
sampai pada pemilu 2004 ini masih terdapat partai politik yang meghendaki
dikembalikanya Piagam Jakarta sebagai dasar negara atau —paling tidak-
memperjuangkan penegakan syariat Islam secara formal, seperti PBB (Partai
Bulan Bintang) dan ormas Islam semacam Hisbut Tahrir Indonesia (HTI), Front
Pembela Islam (FPI) dan lain-lain. Bertolak dart sinilah penyusun menganggap

bahwa penelitian ini masih layak dan relevan untuk dilakukan.

B. Pokok Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang dikemukakan di atas, dapat ditarik

suatu pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain:

I. Bagaimana pandangan Mohammad Hatta dan Mohammad Natsir tentang
Pancasila  sebagai dasar negara Indonesia serta apa yang
melatarbelakanginya?

2. Bagaimana hubungan [slam dan Pancasila dalam konteks keindonesiaan?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Dart penelitian dan kajian ini diharapkan dapat diperoleh suatu jawaban

atas pokok-pokok masalah yang telah dikemukakan di atas, yaitu:

a. Mengetahui pandangan Mohammad Hatta dan Mohammad
Natsir tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia serta
hal-hal yang melatarbelakanginya.

b. Untuk mengetahui pola hubungan Islam dan Pancasila dalam

konteks keindonesiaan.

2. Kegunaan
a. Dapat memberikan kontribusi pemikiran bagt khasanah ilmu
pengetahuan pada umumnya dan pemikiran politik Islam (a/-
tigh as-sivasi) pada khususnya.
b. Dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya menguak
pandangan Mohammad Hatta dan Mohammad Natsir tentang

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Baik Mohammad Hatta maupun Mohammad Natsir memiliki peran yang
cukup signifikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Peran yang dilakukan

keduanya tidak hanya dalam bentuk tindakan, tetapi juga dalam pemikiran.



Karenanya, tidak heran jika keduanya cukup menyita banyak perhatian orang. Hal
ini terlihat dari cukup banyaknya tulisan-tulisan mengenai keduanya. Meskipun
demikian penyusun belum melihat adanya tulisan mengenai pandangan Hatta dan
Natsir yang berkaitan dengan masalah hubungan agama dan negara, apalagi
tentang Pancasila. D1 sini, kami akan mencoba-paparkan tulisan-tulisan sebelum

ini yang terkait dengan tema yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Ahmad Syafii Maarif, dalam bukunya Islam dan Masalah Kenegaraan:
Studi tentang Percaturan dalam Konstituante(1983), secara umum, menjelaskan
tentang polemik ideologis yang terjadi antara kalangan nasionalis-muslim dan
nastonalis-sekuler di dalam sidang Majelis Konstituante. Secara sepintas, Syafii

menyinggung pandangan Hatta mengenai Pancasila.

Karya Ahmad Suhelmi dengan judul Polemik Negara Isiam: Sockarno
Versus Natsir, (2002). Dalam buku ini diuraikan polemik yang terjadi antara
Natsir dan Soekarno tentang hubungan Islam dan negara pada tahun 1940 dan

sebelumnya.

Munawir Sjadzali dalam bukunya Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah
dan Pemikiran (1993) juga menyinggung sedikit tentang pandangan Natsir
tentang politik. Secara umum, buku ini menjelaskan tipologi pemikiran hubungan
Islam dan negara yang berkembang. Ada tiga tipologi pemikiran politik I[slam
yaitu, 1) sekuleristik yang berupaya memisahkan secara tegas antara agama

(Islam) dan negara, 2) legalistik-formalistik, yaitu upaya membangun negara
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Islam secara secara formal, dan 3) agama hanya dijadikan sebagai panduan moral

dalam bernegara.

Dar1 eksplorast penyusun terhadap tulisan-tulisan sebelumnya, belum ada
satu tulisan pun yang mencoba membandingkan pemikiran politik kedua tokoh

tersebut. Karenanya, penelitian ini dianggap memiliki signifikansinya sendiri.s
K. Kerangka Teoritik

Pembahasan mengenai dasar negara dalam konteks politik Islam termasuk
kategori siyasah syarfyyah. Siyasah syarfiyyah, dalam kajian politik Islam,

meliputi tiga aspek, yaitu:l.ber};f}za’ siyasah dusturiyyah (ketatanegaraan), vang
mencakup aturan pemerintahan, prinsip dasar yang terkait dengan pendirian suatu
negara, serta aturan yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, masyarakat, dan
negara. Kedua, siyasah kharijiyyah (politik luar negeri), meliputi hubungan luar
negert, kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang melandasi hubungan itu, dan tata
aturan tentang perang dan damai. Ketiga, siyasah maliyyah (kekayaan negara),
yang meliputi sumber-sumber kekayaan dan belanja negara. Jadi, penelitian ini
masuk dalam aspek siyasah dusturiyyah, karena menitikberatkan pada kajian

mengenai dasar negara.'’

Dalam siyasah syar'iyyah (politik Islam) yang penting diperhatikan adalah

terjaminnya kemaslahatan warga negara, serta terhindar dari kemadlaratan dalam

"7 Abdul Aziz dan Dahlan (eds.), Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru van
Hoeve, [996), V: 1267.
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batas-batas yang telah ditentukan oleh syari'ah dan kaidah-kaidah umum yang
berlaku, meskipun kebijakan yang diambil oleh penguasa berseberangan dengan

hasil {jtthad ulama’’* Menurut al-Ghazali, mas/ahah syariyyah adalah masiahah

vang dimaksudkan untuk melindungi lima kepentingan pokok manusia (al-usuf al-
khams), yaitu; perlindungan terhadap agama atau keyakinan (4/f7 ad-din),
perlindungan terhadap jiwa (fifZ anm-nafs), perlindungan terhadap akal atau
kebebasan intelektual (fif7 al-‘agl), perlindungan terhadap keturunan atau
keluarga (4717 an-nasf) dan perlindungan terhadap hak milik atau harta (4/£7 al-
mal)."” Dalam konteks ini terdapat ga’idah fighiyyah yang menjadi acuan bagi

penguasa dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, yaitu;
0 dedall boge eth e plYl O

Dalam ilmu usu/ a/-figh, penetapan suatu hukum atau kebijakan yang
didasarkan pada kaidah mas/ahah harus mencakup lima kriteria sebagai berikut:
(1) memperioritaskan tujuan-tujuan syari'ah, (2) klebijakan yang diambil harus

tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, (3) tidak bertentangan dengan as-Sunnah,

¥ Ibid , hlm. 1646.

" Abu lamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, al-Mustasta i lim al-Usul, (Dar
al-Fikr, t1.), hlm. 286  2&7.

% jalal ad-Din Abd Rahman as-Suyuti, al-Asybah Wa an-Naza’ir, (1tp.: Dar al-Fikr, tt.),
him. 83.
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(4) tidak bertentangan dengan al-Qiyas, dan (5) memperhatikan kemaslahatan

yang lebih besar.”!

Namun demikian, dalam dataran aplikasinya, mas/afah akan sangat
berbeda bagi tiap-tiap individu, keadaan dan zaman tertentu.” Atau dengan lain

perkataan, dalam upaya merealisasikan mas/ahah dalam kehidupan akan sangat
dipengaruhi oleh konteks geografis, sosial, politik, kebudayaan dan zaman

tertentu serta kapasitas intelektual seseorang.

Dalam elaborasinya, M. Din Syamsuddin® menyebutkan bahwa terdapat

tiga polarisast pendekatan dalam memahamt politik Islam sebagai upava
merealisasikan maslahah. Pertama, antara skripturalistik-rasionalistik. Keduanva
terkait dengan pendekatan terhadap sumber Istam, Al-Qur'an dan as-Sunnah, yaitu
dalam penafsiran. Pendekatan skripturalistik cenderung menampilkan pexﬁahaman
dan penafsiran yang bersifat tekstual dan literal. Sementara, pendekatan

rasionalistik menampilkan penafsiran yang rasional dan kontekstual.

Kedua, antara idealistik-realistik. Pendekatan pertama cenderung

melakukan idealisasi terhadap sistem pemerintahan dengan menwarkan nila-nifai

2 Amir Mu‘allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum [slam (Yogyakarta: Ull
Press, 1999}, him. 39 - 41.

2 Abu Ishaq Muhammad asy-Syatibi, a/-Muwafaqat, (tnp.: Dar al-Fikr, tt.), him. 39-40."

» M. Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Politik Islam"

dalam Abu Zahra (ed.), Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia, (Bandung:
Pustaka Hidayah, 1999), him. 52 -53.
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Islam 1deal. Sedangkan, pendekatan realistik lebih cenderung menerima format

kenegaraan yang telah ada.

Ketiga, antara formalistik dan sunstantivistik. Pendekatan formalistik lebih
cenderung mengedepankan bentuk-bentuk formal daripada isi. Hal ini tampak dari
keinginan-keinginan untuk menampilkan simbolisme agama, seperti pendasaran
negara terhadap agama, tuntutan penerapan syariah sebagai hukum positif.
Sebaliknya, pendekatan substantivistik lebih mengedepankan isi daripada bentuk.
Dalam pendekatan ini, apapun bentuk yang ditawarkan selam tidak bertentangan
dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam dapat diterima. Dalam kerangka demikianlah

penelitian ini dilakukan.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai suatu tujuan, metode merupakan suatu cara utama yang
dipakat untuk menguji hipotesa dengan menggunakan alat-alat tertentu. Dalam
melakukan penelitian masalah sebagaimana diuraikan di atas, penyusun

menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

[. Jenis Penelitian

Studi ini merupakan penelitian kepustakaan (/ibrary rescarch), karena
menggunakan bahan-bahan pustaka sebagai sumber utama (primer) dalam
melakukan penelaahan, penelusuran, penggalian dan analisis data. Dalam hal ini,

sumber data yang diperlukan adalah buku-buku karya Mohammad Hatta dan
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Mohammad Natsir sendiri maupun buku-buku dan tulisan lain yang relevan

dengan pokok masalah yang dikaji.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dart sifatnya, Penelitian ini bersifat deskriptif. Yaitu penelitian
yang akan berusaha memaparkan atau menggambarkan pokok permasalahan yang
diteliti secara proporsional kemudian dianalisis. Artinya, dalam penelitian ini akan
diuratkan mengenai pandangan Mohammad Hatta dan Mohammad Natsir
mengenal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Setelah 1tu dilakukan analisis
dengan interpretasi tentang substasi pemikiran kedua tokoh dengan membangun

korelasi yang dianggap signifikan.

~

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian in1 merupakan penelitian kepustakaan, karenanya, pengumpulan
data yang digunakan adalah menggunakan dengan menelusurt buku-buku yang
memiliki kaitan dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan data tersebut,

penyusun menggunakan dua teknik:

a. Data Primer

Mengumpulkan data pustaka berupa buku-buku maupun tulisan lain dari
kedua tokoh yang akan dikaji dalam penelitian in1. Buku-buku Natsir yang terkait
dengan masalah yang akan dikaji tersebut adalah antara lain, Capita Selecta [ dan

2, Islam Sebagai Dusar Negara maupun Agama dan Negara. Sementara, tulisan-



15

tulisan Mohammad Hatta adalah antara lain tulisan-tuliannya, seperti Demokrasi
Kita, llmu dan Agama, Islam Masjarakat Demokrasi dan Perdamaian, Pantjasila
Djalan Lurus, Pengertian Pancasila, Lahirnya Pancasila, Rencana, Dasar,

Program dan Struktur Partai Demokrasi Islam Indonesia.
b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah tulisan-tulisan berupa buku, artikel, majalah

maupun jurnal yang terdapat relevansinya dengan penelitian ini.
4. Pendekatan Masalah

Pendekatan normatif, yaitu suatu usaha untuk menjelaskan pendapat-
pendapat kedua tokoh tersebut, manakala menelaah dari sisi figh. Hal ini penting
untuk dilakukan, sebab pemikiran politik keduanya tentang Pancasila sebagai
dasar negara Indonesia merupakan perdebatan yang tidak dapat dipisahkan dari
hubungan Islam dan politik, dan karena itu, merupakan satu bagian dalam kajian
figh, khususnya figh siyasi Dalam melakukan tinjauan figh, pemikiran keduanya
akan dideduksikan dalam kerangka kaidah figh menyangkut realisasi
kemaslahatan publik schingga akan diperoleh jawaban mengenai keabsahan

pemikira itu di mata hukum Islam.

Pendekatan sosio-historis, yaitu analisis terhadap data-data yang berupa
keadaan atau fakta-fakta masa lampau dan kondisi sosial politik yang
melatarbelakangi pemikiran kedua tokoh tersebut muncul dan, kemudian diadakan

analisis terhadapnya. Hal ini, karena, setiap produk pemikiran, pada dasarnya,
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adalah hasil interaksi si pemikir dengan lingkungan sosio-kultural dan sosio-

politik yang mengitarinya.”

5. Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan
menggunakan instrumen analisis deduktif-induktif dan komparatif. Dengan
begitu, akan terjelaskan hubungan dan relasi dari kedua fenomena atau sistem
pemikiran. Deduksi merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan
beberapa data yang bersifat khusus untuk membentuk suatu generalisasi.
Sebaliknya, induktif ialah analisis data dengan menjelaskan kategori-kategori

yang bersifat umum dan disimpulkan dalam bentuk khusus.”

Semetara itu, dalam metode komparatif, sifat-sifat hakiki dari obyek
penelitia dapat menjadi lebih jelas da tajam. Perbandingan ini akan menentukan
secara tegas persamaan dan perbedaan sehingga hakikan obyek dapat dipahami

denga murni.” Dengan demikian akan terlihat lebih utuh dan proporsional

karakter pemikiran yang dibangun oleh Mohammad Hatta dan Mohammad Natsir.

* M. Atho’ Mudzhar, Membaca Gelombang [jtihad: Antara Tradisi dan Liberasi,
(Yogyakarta: Titihan Ilahi Press, 1998), him. 105.

# Winarno Surakhmad, Pengantar Pernelitian [lmiah: Dasar, Metode dan Teknik,
(Bandung: Tarsito, 1995), him. 21.

% Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, Metode Penelitian Filsafat, (Yogyakarta:
Kanisius, 1989), hlm.50 — 51.
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G. Sistemtika Pembahasan

Penyajian hasil penelitian ini akan disusun dalam lima bab pembahasan
yang memiliki korelasi dan kesinambungan antasa satu bab dengan bab lainnya.
Bab pertama akan menyajikan latar belakang dari masalah yang akan dibahas
dalam penelitian ini, kemudian ditarik suatu pokok masalah spesifik yang akan
dikayi dan diteliti. Setelah itu, dijelaskan mengenai tujuan dan kegunaan penelitian

ini dilakukan.

Untuk mengetahut signifikanst dan keistimewaan penelitian ini, penulis
mengetengahkan karya tulis-karya tulis terdahulu meliputi karya tulis terbitan
seperti buku, artikel maupun karva tulis yang tidak diterbitkan sepertt skripsi atau
tesis vang mengangkat tema pembahasan serupa. Kemudian, untuk menguji
validitas penelitian ini, penyusun menjelaskan kerangka teoritik dan metopde
penelitian yang akan dipakai dalam membedah pemikiran tokoh yang diteliti, dan

yang terkhir sistematika pembahasan.

Sebelum memasuki pembahasan mengenai pandangan Mohammad Hatta
dan Mohammad Natsir tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik
Indonesia, dalam bab kedua ini dijelaskan mengenai tinjauan umum tentang
Pancasila sebagar dasar negara Republik Indonesia. Bab ini meliputi penjelasan
tentang signifikansi ideologi bagi suatu negara, kerangka historis kelahiran

Pancasila, dan kemudian dijelaskan mengenai keterkaitan Islam dan Pancasila.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mendeskripsikan pandangan Mohammad Hatta dan Mohammad
Natsir  tentang Islam dan Pancasila sebagai dasar negara serta
mengkomparasikannya, maka pada bab lima int diuratkan kesimpulan dar
keseluruhan bahasan pada bab-bab sebelumnya dan sekaligus sebagai jawaban
atas pokok masalah yang ada pada penelitian ini. Kesimpulan dart penelitian ini

adalah sebagai berikut;

I. Mohammad Hatta mengemukakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara
merupakan preferensi ideal bagt bangsa Indonesia yang pluralistik. [a juga
melihat bahwa Pancasila merupakan solusi alternatif bagi kedua kelompok
kepentingan politik yang bertikai, karena pada dasarnya nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasiia mencerminkan ajaran-ajaran Islam.
Penolakannya terhadap formalisasi Islam sebagai dasar negara tidak
dimaksudkan sebagai anti-Islam, tetapt lebih sebagat toleransi terhadap
kelompok lain. Pola pemikiran demikian sangat dipengaruhi oleh latar
belakang sosio-kultural maupun pendidikan yang pernah ditempuhnya.
Hatta lahir dan tumbuh di dalam lingkungan tradisional-sufistik, modernis
[slam dan mendapat pendidikan Barat. Hal ini memjadikannva inklusif,

eklektif, liberal dan kosmopolitan dalam berfikir.

106
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Sebaliknya, Meskipun Natsir menilai bahwa ide-ide atau gagasan-gagasan
yang terkandung di dalam Pancasila memiliki kesesuaian dengan ajaran-
ajaran Islam, tetapi tidak serta merta Natsir bisa menerima Pancasila
sebagal dasar negara. Baginya, Islam merupakan pilthan yang tepat bagi
bangsa Indonesia yang mayoritas beragama [slam. Lagi pula, aspirasi
pendukung Pancasila dapat terwakili dalam Islam. Penolakannya terhadap
Pancasila sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosio-kultural dan setting
polittk pada saat itu. fa lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang relatif
konstan, modernis Islam. Pendidikan modern Barat yang ditempuhnya
Justru semakin mengukubhkannya menjadi seorang modernis terkemuka. D1
samping itu, dalam konteks setting politik, keragaman penafsiran terhadap
Pancasila menyebabkan munculnya keraguan Matsir terhadap Pancasila.

B. Saran

Dt Indonesia, pembacaan Islam dan politk masth merupakan tema yvang
relevan dan harus terus dikembangkan untuk mencari gambaran yang utuh tentang
partisipasi Islam dalam pembangunan politik Indonesia. Dianggap relevan kerena
meskipun telah hampir enam puluh tahun bangsa Indonesia memiliki Pancasila
sebagai dasar negara, tetapi masth ada suara-suara sumbang yang

mempertanyakan posisi Pancasila bagi umat Islam.

Di sinilah kemudian perlu adanya usaha untuk meletakkan Pancasila
sebagai dasar dan ideologi negara dan Islam (dan agama-agama yang lain) pada

fungsi dan cakupan wilayahnya secara proporsional.
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